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ABSTRAK 
 
Nurazizah, (2019):  Penyediaan Alat Pelindung Diri Petugas Kebersihan Oleh 
Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Berdasarkan 
Perda Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah 
(Studi Kasus di Kecamatan Pekanbaru Kota) 
 
Petugas kebersihan adalah salah satu profesi penting yang sering sekali di 
abaikan. Profesi yang sering di pandang sebelah mata, sebenarnya sangat berperan 
penting dalam siklus hidup sebuah kota. Petugas kebersihan berhak untuk 
mendapatkan perlindungan keselamatan kerja berupa alat pelindung diri untuk 
melindungi seluruh atau sebagian tubuhnya dari kemungkinan adanya pemaparan 
potensi bahaya kecelakaan dan penyakit saat bekerja dari Dinas Lingkungan Hidup 
dan Kebersihan. Jenis Perlindungannya yaitu keselamatan dan kesehatan kerja berupa 
alat pelindung diri. Di dalam Perda Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 
Sampah telah di atur  mengenai alat pelindung diri yang harus diberikan untuk 
petugas kebersihan. Namun dalam kenyataan Dinas Lingkungan Hidup dan 
Kebersihan belum sepenuhnya menyediakan alat pelindung diri yang lengkap untuk 
petugas kebersihan. 
Dilihat dari latar belakang di atas, maka permasalahan yang di bahas dalam 
penelitian ini adalah bagaimana penyediaan alat pelindung diri oleh Dinas 
Lingkungan Hidup dan Kebersihan untuk petugas kebersihan di Kecamatan 
Pekanbaru Kota, serta apa faktor penghambat dalam penyediaan alat pelindung diri 
oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis, dimana penelitian ini 
di lakukan terhadap keadaan yang nyata pada petugas kebersihan di Jalan Sudirman, 
Kecamatan Pekanbaru Kota. Dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta, 
kemudian dilanjutkan dengan menemukan masalah, kemudian menuju kepada 
identifikasi masalah dan pada akhirnya menuju kepada cara penyelesaian masalah. 
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Penyediaan alat pelindung diri 
oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan untuk petugas kebersihan belum 
diberikan secara lengkap seperti apa yang telah tencantum di dalam Perda Nomor 8 
tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah. Adapun faktor penghambat dalam  
penyediaan alat pelindung diri untuk petugas kebersihan yaitu pihak Dinas 
Lingkungan Hidup dan Kebersihan kurang mengetahui isi di dalam Perda tersebut, 
kemudian adanya kekurangan anggaran untuk pengadaan alat pelindung diri yang 
lengkap, faktor selanjutnya yaitu kurangnya sosialisasi dari Pemerintah Daerah 
tentang Perda Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah. Sehingga pihak 
Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan kurang mengetahui mengenai Perda Nomor 
8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah. 
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BAB I 
PEDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup 
keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan 
fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan, dengan kelembagaan 
yang meliputi ciptaan manusia seperti keputusan bagaimana menggunakan 
lingkungan fisik tersebut. Lingkungan juga dapat diartikan menjadi segala sesuatu 
yang ada di sekitar manusia dan mempengaruhi perkembangan kehidupan 
manusia. Hukum lingkungan adalah kesatuan ruang lingkup dengan semua benda, 
daya, keadaan dan mahkluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang 
mempengaruhi kelangsungan perkehidupan dan kesejahteraan manusia serta 
mahkluk hidup lainnya.
1
 
Masalah lingkungan semakin lama semakin besar, meluas, dan serius. 
Persoalannya bukan hanya bersifat lokal atau translokal, tetapi regional nasional, 
transnasional, dan global. Dampak-dampak yang terjadi terhadap lingkungan tidak 
hanya berkait pada satu atau dua segi saja, tetapi kait-mengait sesaui dengan sifat 
ingkungan yang memiliki multi rantai relasi yang saling mempengaruhi secara 
subsistem. Apabila satu asfek dari lingkungan terkena masalah, maka berbagai 
asfek lainnya akan mengalami dampak atau akibat pula.
2
 
Lingkungan hidup merupakan bagian yang mutlak dari kehidupan 
manusia. Dengan kata lain, lingkungan hidup tidak terlepas dari kehidupan 
                                                             
1
 Supriadi, Hukum Lingkungan Indonesia,( Jakarta:Sinar Grafika 2006), hal. 169 
2
 Siahaan,Hukum Lingkungan dan ekologi Pembangunan,(Jakarta:Erlangga,2004),hal. 1 
 
1 
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manusia. Manusia yang mencari makan dan minum serta memenuhi kebutuhan 
lainnya dari ketersediaan atau sumber-sumber yang diberikan oleh lingkungan-
lingkungan hidup dan kekayaan alam sebagai sumber pertama dan terpenting bagi 
pemenuhan berbagai kebutuhannya.  
Setiap kegiatan manusia baik dalam hal kecil maupun dalam hal yang 
lebih besar, dalam langkah insidentil ataupun rutin, selalu akan mempengaruhi 
lingkungannya. Sebaliknya manusia tidak akan lepas pula dari pengaruh 
lingkungan baik yang datang dari alam sekitar (fisik maupun nonfisik), dari 
hubungan antar individu maupun antar masyarakat. Hubungan pengaruh timbal 
balik berlangsung sedemikian rupa dalam batas-batas keseimbangan. Selama 
interaksi manusia dengan berbagai subsistem atau kompenen-kompenen 
lingkungan lainnya berada dalam batas-batas keseimbangan atau dapat pulih 
seketika selama itu pula lingkungan itu serasi (harmonis). Tetapi bilamana timbul 
ketergangguan interaksi antara manusia dengan lingkungan disebabkan batas-
batas kemampuan salah satu subsistem sudah terlampaui, tidak seimbang atau 
tidak mampu memainkan fungsinya, maka lingkungan itu akan menjadi tidak 
serasi atau tidak harmonis.
3
 
Lingkungan yang bersih dan sehat merupakan dambaan setiap individu 
maupun masyarakat, karena lingkungan yang bersih dan sehat menjamin mahluk 
hidup yang tinggal dilingkungan tersebut tidak akan mudah terserang penyakit. 
Kebersihan lingkungan dan keindahan lingkungan haruslah diperhatikan oleh 
setiap individu, baik masyarakat maupun pemerintah demi tercapainya kualitas 
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 Ibid, hal. 26 
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lingkungan hidup yang baik dan sehat dalam menunjang kelangsungan hidup 
manusia. Kualitas lingkungan hidup yang sehat dan bersih harus dijaga 
kelestariannya agar kesejahteraan dan mutu hidup generasi mendatang lebih 
terjamin.
4
 
Salah satu kewenangan pemerintah daerah di era otonomi daerah adalah 
melaksanakan pemeliharaan dan kelestarian lingkungan dari kerusakan yang dapat 
mengancam kehidupan manusia. Upaya tersebut penting untuk dilakukan sebab 
kehidupan manusia sangat bergantung dan tidak dapat dilepaskan dari alam. 
Perubahan alam dapat ditentukan oleh sikap maupun perlindungan manusia pada 
lingkungannya
5
 
Setiap manusia selalu membutuhkan biaya untuk memenuhi kebutuhan 
hidupnya. Untuk mendapatkan biaya hidup seseorang perlu bekerja. Bekerja dapat 
dilakukan secara mandiri atau bekerja kepada orang lain. Bekerja kepada orang 
lain dapat dilakukan dengan bekerja kepada negara yang selanjutnya disebut 
sebagai pegawai atau bekerja kepada orang lain (swasta) yang disebut buruh atau 
pekerja. 
Perlindungan hukum bagi buruh sangat diperlukan mengingat 
kedudukannya yang lemah. Disebutkan oleh Zainal Asikin yaitu : Perlindungan 
hukum dari kekuasaan majikan terlaksana apabila peraturan Perundang-undangan 
dalam bidang perburuhan yang mengharuskan atau memaksa majikan bertindak 
seperti dalam Perundang- undangan tersebut benar-benar dilaksanakan semua 
                                                             
4
 Sukanda Husin,Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Jakarta:sinar Grafika,2014), 
hal.20 
5
 Armida S. Pengembangan Pariwisata Daerah Memasuki Era Otonomi Daerah dan 
Desentralisasi. (Jakarta:Universitas Indonesia,2006), 
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pihak karena keberlakuan hukum tidak dapat diukur secara yuridis saja, tetapi 
diukur secara sosiologis dan filosofis.
6
 
Pemerintah sangat memperhatikan terhadap perlindungan kerja dan 
keselamatan kerja, tentunya tujuan pemerintah dalam hal ini selain benar-benar 
untuk melindungi dan memperhatikan keselamatan kerja para buruh kita yang 
keadaan umumnya lemah, adalah juga secara langsung atau tidak langsung untuk 
melindungi perusahaan yaitu agar tetap berdiri dan berkembang, sebab faktor 
tenaga kerja yang terpelihara kesehatannya, terpelihara dedikasi dan 
kedisiplinannya, pada akhirnya tenaga-tenaga para buruh ini dibawah manajemen 
akan diakui jasa-jasanya sebagai pengembang perusahaan. 
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah suatu program yang dibuat 
bagi pekerja/buruh maupun pengusaha sebagai upaya pencegahan (preventif) bagi 
timbulnya kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan kerja dalam lingkungan 
kerja dengan cara mengenali hal-hal yang berpotensi menimbulkan kecelakaan 
kerja dan penyakit akibat hubungan kerja, dan tindakan antisipatif bila terjadi hal 
demikian.
7
 
Salah satu jenis pekerjaan yang rentan menimbulkan kecelakaan dan 
masalah kesehatan kerja adalah petugas kebersihan. Kecelakaan kerja yang sering 
terjadi pada petugas kebersihan diakibatkan karena pekerjaan mereka yang selalu 
terpapar langsung oleh polusi dan debu, Selain itu petugas kebersihan berisiko 
tinggi mengalami masalah kesehatan karena terpapar langsung dengan matahari. 
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 Kuswana, Ergonomi dan K3 Kesehatan Keselamatan Kerja, (Bandung:Pt Remaja 
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Bahaya-bahaya lingkungan kerja baik fisik, biologis maupun kimiawi 
perlu dikendalikan sedemikian rupa sehingga tercipta suatu lingkungan kerja yang 
sehat, aman, dan nyaman. Berbagai cara pengendalian dapat dilakukan untuk 
menanggulangi bahaya-bahaya lingkungan kerja, namun pengendalian secara 
teknis pada sumber bahaya itu sendiri dinilai paling efektif dan merupakan 
alternatif pertama yang dianjurkan, sedangkan pemakaian Alat Pelindung Diri 
(APD) merupakan pilihan terakhir. 
Salah satu upaya dalam rangka pemberian perlindungan tenaga kerja 
terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) untuk petugas kebersihan adalah 
dengan cara memberikan APD. Pemberian APD kepada tenaga kerja, merupakan 
upaya terakhir apabila upaya rekayasa (engineering) dan cara kerja yang aman 
(work practices) telah maksimum dilakukan.
8
 
Penyelenggaraan program jaminan sosial merupakan salah satu tanggung 
jawab dan kewajiban Negara untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi 
kepada masyarakat Indonesia, mengembangkan program jaminan sosial 
berdasarkan funded social security, yaitu jaminan sosial yang didanai oleh peserta 
dan masih terbatas pada masyarakat pekerja disektor formal.
9
 
Petugas kebersihan merupakan setiap orang pribadi yang diberikan tugas 
oleh pengelola sampah dalam kegiatan pengelolaan sampah. Didalam Perda 
Nomor 8 Tahun 2014 Pasal 42 telah menyebutkan fasilitas-fasilitas yang harus 
didapatkan oleh Petugas Kebersihan yaitu: 
                                                             
8
 Tarwaka, Keselamatan dan Kesehatan kerja, (Surakarta:Harapan Press, 2008), hal.22 
9
 Asri Wijaya, Hukum Ketenagakerjaan Pasca reformasi, (Jakarta:Sinar grafika, 2014), 
hal.122 
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1. Setiap petugas kebersihan harus mendapatkan perlindungan dari 
penyelenggaraan pengelolaan sampah. 
2. Perlindungan petugas kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 
berupa perlindungan keselamatan kerja sesuai dengan standar kesehatan 
dan keselamatan kerja. 
3. Perlindungan keselamatan petugas kebersihan berupa alat pelindung diri 
untuk melindungi seluruh atau sebagian tubuhnya dari kemungkinan 
adanya pemaparan potensi bahaya kecelakaan dan penyakit saat 
melakukan tugas. 
4. Alat pelindung diri sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 
disesuaikan dengan kebutuhan yang meliputi antara lain: 
a. Alat pelindung kepala 
b. Alat pelindung mata 
c. Alat pelindung pernapasan atau masker 
d. Alat pelindung tangan 
e. Baju pelindung, dan 
f. Alat pelindung kaki.10 
Petugas kebersihan kota adalah salah satu profesi penting yang sering 
sekali di abaikan. Profesi yang sering dipandang sebelah mata ini, sebenarnya 
sangat berperan penting dalam siklus hidup sebuah kota. Para petugas kebersihan 
kota ini bekerja hampir tanpa kenal waktu, di saat pagi buta dengan udara dingin 
yang menusuk kulit para petugas ini mulai berjibaku dengan sampah-sampah yang 
                                                             
10
 Perda No 8 tahun 2014 tentang pengelolaan sampah. 
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berserakan di hampir setiap sudut Kota, siang hari saat matahari dengan teriknya 
yang menyengat para petugas kebersihan ini berinteraksi kembali dengan sampah 
yang sudah berserakan lagi di pinggir jalan, saat malam tiba sekali lagi mereka 
bersiaga dengan sapu dan karung-karung yang mereka bawa untuk menampung 
sampah yang selalu ada hampir di setiap sudut Kota walaupun sudah begitu 
banyak tempat sampah yang disediakan Pemerintah Daerah di setiap Kota. 
Di Kota Pekanbaru terdapat 599 orang petugas kebersihan dan Di 
Kecamatan Pekanbaru Kota terdapat 33 orang petugas kebersihan, dengan batasan 
wilayah kerja sekitar 1 kilometer dengan gaji Rp.2.100.000. dengan batasan umur 
52 tahun. Pada saat ini banyaknya petugas kebersihan yang tidak mendapatkan 
hak nya seperti yang telah diatur didalam Perda Nomor 8 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Sampah pada Pasal 42, seharusnya petugas kebersihan ini 
mendapatkan fasilitas-fasilitas yang lengkap bukan hanya fasilitas untuk bekerja 
seperti sapu, gerobak saja, tetapi petugas kebersihan disini juga perlu 
mendapatkan fasilitas untuk melindungi dirinya seperti yang telah dijelaskan di 
Pasal 42 ayat 3 dan 4. Pada Ayat 4 sudah disebutkan fasilitas-fasilitas yang harus 
diberikan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan untuk petugas kebersihan 
unuk melindungi dirinya dalam bekerja yaitu alat pelindung kepala, alat pelindung 
mata, alat pelindung pernapasan atau masker, alat pelindung tangan, baju 
pelindung dan alat pelindung kaki. Petugas kebersihan juga berhak untuk 
mendapatkan perlindungan keselamatan dan kesehatan saat bekerja dari 
pemerintah apabila terjadi kecelakaan saat bekerja. Namun sekarang petugas 
kebersihan tidak mendapatkan fasilitas yang lengkap untuk melindung dirinya, 
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mereka hanya mendapatkan baju pelindung , pelindung kaki dan pelindung 
tangan, sedangkan pelindung kepala, pelindung mata dan perlindungan 
pernapasan tidak mereka dapatkan. Dari penjelasan tersebut diatas maka saya 
tertarik untuk meneliti mengenai Penyediaan Alat Pelindung Diri Petugas 
Kebersihan Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Berdasarkan Perda 
Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Pekanbaru 
Kota. 
B. Batasan Masalah 
Untuk lebih terarahnya dalam penulisan ini maka penulis telah mengambil 
batasan yang diteliti. Penelitian ini di fokuskan pada penyediaan alat pelindung 
diri petugas kebersihan oleh Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan Perda Nomor 
8 tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah di Jl. Sudirman Kecamatan Pekanbaru 
Kota. 
C. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana penyediaan alat pelindung diri oleh Dinas Lingkungan Hidup 
dan Kebersihan untuk petugas kebersihan di Kecamatan Pekanbaru kota? 
2. Apa faktor penghambat dalam penyediaan alat pelindung diri oleh Dinas 
Lingkungan Hidup dan Kebersihan? 
D. Tujuan Penelitian 
1. Untuk Mengetahui penyediaan alat pelindung diri oleh Dinas Lingkungan 
Hidup dan Kebersihan untuk petugas kebersihan di Kecamatan Pekanbaru 
Kota. 
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2. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam penyediaan alat pelindung diri 
oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan. 
E. Manfaat Penelitian 
1. Secara Teoritis 
Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran 
mengenai penyedian alat pelindung diri oleh Dinas Lingkungan Hidup dan 
Kebersihan untuk petugas kebersihan di Pekanbaru. 
2. Secara Praktis 
a. Memberikan informasi kepada masyarakat khususnya bagi petugas 
kebersihan mengenai alat pelindung diri yang harus diberikan oleh 
Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan untuk petugas kebersihan. 
b. Memberikan informasi kepada masyarakat khususnya bagi petugas 
kebersihan mengenai faktor penghambat dalam penyediaan alat 
pelindung diri oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan. 
c. Sebagai referensi untuk penelitian berikutnya. 
F. Studi Kepustakaan 
Perlindungan tenaga kerja mempunyai aspek yang cukup luas, yaitu 
perlindungan keselamatan, kesehatan, pemeliharaan moral kerja, serta perlakuan 
yang sesuai dengan martabat manusia dan agama. perlindungan bertujuan agar 
tenaga kerja aman melakukan pekerjaan sehari-hari untuk meningkatkan produksi 
dan produktivitas nasional. 
Alat pelindung diri adalah seperangkat alat keselamatan yang digunakan 
oleh pekerja untuk melindungi seluruh atau sebagian tubuhnya dari kemungkinan 
10 
 
adanya pemaparan potensi bahaya lingkungan terhadap kecelakaan dan penyakit 
akibat kerja.
11
 
Keselamatan kerja adalah keselamatan yang bertalian dengan mesin, 
pesawat, alat kerja, bahan dan proses pengolahannya, landasan tempat kerja dan 
lingkungannya serta cara-cara melakukan pekerjaan. Sedangkan kesehatan kerja 
difilosofikan sebagai suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan 
kesempurnaan, baik jasmani maupun rohani tenaga kerja pada khususnya dan 
manusia pada umumnya, hasil karya dan budayanya menuju masyarakat makmur 
dan sejahtera, keselamatan dan kesehatan kerja harus diterapkan dan dilaksanakan 
disetiap tempat kerja. 
Tenaga kerja yang bekerja perlu mendapatkan perlindungan, perlindungan 
tenaga kerja yang meliputi aspek yang cukup luas, yaitu perlindungan 
keselamatan, kesehatan dan pemeliharaan moral kerja serta perlakuan yang sesuai 
dengan martabat manusia dan norma agama. Perlindungan tersebut bertujuan agar 
tenaga kerja aman melakukan pekerjaan sehari-hari dan meningkatkan produksi. 
Tempat kerja adalah setiap ruangan atau lapangan, halaman dan 
sekelilingnya yang merupakan bagian atau yang berkaitan dengan tempat kerja 
tersebut. Tentang tempat kerja ini baik tempat kerja didarat, didalam tanah, 
dipermukaan air, didalam air maupun udara yang semuanya terdapat dalam 
wilayah kekuasaan pemerintah republik Indonesia.
12
 
Perlindungan hukum tenaga kerja adalah campur tangan pemerintah dalam 
bidang perburuhan/ketenagakerjaan, yang bertujuan untuk mewujudkan 
                                                             
11
 Asri Sugarda, Analisa Pengaruh Penggunaan Alat Pelindung Diri Terhadap Allowance 
Proses kerja pemotongan kayu, jurnal Politeknik Perkapalan, Vol IX, No. 3, 2014, hal 5. 
12
Zaeni Asyhadie, Hukum kerja, (Jakarta:Rajawali pers, 2008), hal. 85 
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perburuhan yang adil, karena Peraturan Perundang-Undangan Perburuhan 
memberikan hak bagi buruh/pekerja sebagai manusia yang utuh, karena itu harus 
dilindungi baik menyangkut keselamatannya, kesehatannya, upah yang layak dan 
sebagainya, tanpa mengabaikan kepentingan pengusaha/majikan yakni 
kelangsungan perusahaan.
13
 Perlindungan tenaga kerja merupakan jaminan wajib 
bagi tiap pekerja yang bekerja untuk melindungi keselamatan dan kesehatan 
hidupnya. Perlindungan tenaga kerja ada 3 yaitu perlindungan ekonomis, 
perlindungan sosial dan perlindungan teknis.
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G. Metode Penelitian 
Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan 
tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu 
berdasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris, dan sistematis. 
Rasional berarti kegiatan penelitian dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal. 
Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indra manusia, 
sehingga orang lain dapat mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis 
artinya proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-
langkah tertentu yang bersifat logis.
15
 
1. Metode Penelitian 
Penulis menggunakan metode penelitian yaitu metode pendekatan hukum 
sosiologis, dimana penelitian ini dilakukan terhadap keadaan yang nyata pada 
petugas kebersihan di Jalan Sudirman, Kecamatan Pekanbaru Kota. Dengan 
                                                             
13
 Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan, (Jakarta:Pt Raja Grafindo Persada, 
2001), hal. 22 
14
 Agusmidah, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, (Bogor:Ghalia Indonesia, 
2010),hal.61 
15
 Zainuddin Ali,Metode Penelitian Hukum, (Jakarta:sinar Grafika,2011), hal.24 
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maksud dan tujuan untuk menemukan fakta, kemudian dilanjutkan dengan 
menemukan masalah, kemudian menuju kepada identifikasi masalah dan pada 
akhirnya menuju pada penyelesaian masalah. 
2. Lokasi Penelitian 
Dalam hal ini penulis mengambil sampel dari petugas  kebersihan yang 
berada di Jalan Sudirman Kelurahan Sukaramai Kecamatan Pekanbaru Kota. 
3. Populasi dan Sampel 
a. Populasi 
Populasi penelitian adalah keseluruhan sampel penelitian atau objek yang 
akan diteliti.
16
 Penulis mengambil populsi dari seluruh petugas kebersihan yang 
berada di Jalan Sudirman Kelurahan Sukaramai, Kecamatan Pekanbaru kota, dan 
Pegawai di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan. 
b. Sampel 
Sampel adalah sebagian yang diambil dari seluruh objek yang diteliti dan 
dianggap mewakili seluruh populasi.
17
 Teknik pengambilan sampel dalam 
penelitian ini adalah total sampling. Total sampling adalah teknik pengambilan 
sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Alasan 
mengambil total sampling karena jumlah populasi kurang dari 100 seluruh 
populasi dijadikan sampel penelitian semuanya. Sampel yang diambil dalam 
penelitian ini dapat dilihat pada tabel I. 
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 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta;Raja Grafindo,2011), 
hal.122 
17
 Ibid, hal 124 
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Tabel I.1 
Tabel Populasi dan Sampel 
 
No Responden Populasi Sampel Persentase 
1 Kasi Penanganan dan 
Pemrosesan Akhir Sampah 
1 orang 1 orang 100% 
2 Staf sarana prasarana Dinas 
Kebersihan 
2 orang 2 orang 100% 
3 Petugas Kebersihan 33 orang 33 orang 100% 
Jumlah 36 orang 36 orang 100% 
 
4. Jenis dan Sumber Data 
a. Data Primer 
Data ini peneliti peroleh secara langsung dari lapangan sebagai obyek 
penulisan. Dengan cara mewawancarai narasumber untuk memperoleh data. 
b. Data Skunder 
Data ini peneliti peroleh secara tidak langsung, karena penelitian 
memperoleh data melalui orang lain atau mencari melalui dokumen. dengan 
menggunakan studi literatur yang dilakukan terhadap banyak buku dan data-data 
yang diperoleh dari tempat penelitian yang dilakukan. 
c. Data Tersier 
Data tersier adalah bahan-bahan yang memberi penjelasan terhadap data 
primer dan skunder. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
internet. 
5. Teknik Pengumpulan Data 
14 
 
Teknik pengumpulan data perlu dilakukan oleh peneliti bertujuan untuk 
mendapatkan data-data yang valid dalam penelitian. Peneliti menggunakan 
metode-metode sebagai berikut: 
a. Observasi 
Peneliti mengumpulkan data melalui pengamatan langsung di tempat 
penelitian, Hasil dari pengamatan tersebut peneliti gunakan sebagai tambahan data 
informasi dalam penelitian. 
b. Angket 
Peneliti mengumpulkan data dengan cara membagikan angket tertutup 
yang berisi pertanyaan-pertanyaan kepada petugas kebersihan. 
c. Wawancara 
Peneliti melakukan percakapan kepada responden untuk memperoleh 
informasi dengan cara memberikan pertanyaan untuk memperoleh data-data yang 
ingin diteliti. 
6. Teknik Analisis data 
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif. 
Dimana data tersebut diperoleh dari hasil wawancara dengan informan 
dideskritifkan secara menyeluruh, kemudian sumber data tersebut digunakan 
untuk menjawab masalah penelitian. 
H. Sistematika Penulisan 
Dalam melakukan pembahasan, akan dibagi dalam lima bagian penulisan 
dengan   sistematika sebagai berikut : 
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BAB I  PENDAHULUAN 
Dalam bab ini peneliti memaparkan tentang latar belakang, batasan 
masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi 
kepustakaan, metode penulisan, serta sistematika penulisan. 
BAB II GAMBARAN UMUM PENELITIAN 
Dalam bab ini peneliti memaparkan tentang gambaran umum Dinas 
Lingkungan Hidup dan Kebersihan yang terdiri dari dasar pembentukan 
Dinas Lingkungan Hidup dan Kebesihan, Visi dan Misi Dinas 
Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas 
Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Struktur Organisasi, Uraian Tugas 
Pokok dan Fungsi Unit Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan. 
BAB III TINJAUAN PUTAKA 
Dalam bab ini berisikan tentang teori yang berhubungan dengan 
pembahasan dalam penelitian, yang meliputi perlindungan tenaga kerja, 
keselamatan dan kesehatan kerja, kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, 
alat pelindung diri, maupun teori yang berkenaan dengan pembahasan. 
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Dalam bab ini akan dibahas tentang hasil penelitian dan pembahasan 
yang meliputi penyediaan alat pelindung diri oleh dinas lingkungan hidup 
dan kebersihan untuk petugas kebersihan dan faktor penghambat dalam 
penyediaan alat pelindung diri oleh Dinas lingkungan Hidup dan 
Kebersihan. 
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BAB V PENUTUP 
Bab ini menyajikan tentang kesimpulan dan saran. 
DAFTAR PUSTAKA 
LAMPIRAN 
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BAB II 
GAMBARAN UMUM LOKASI 
A. Dasar Pembentukan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebesihan (DLHK) Kota 
Pekanbaru 
Dinas lingkungan hidup dan kebersihan (DLHK) merupakan gabungan dari 
badan lingkungan hidup (BLH) Kota Pekanbaru dan bidang kebersihan dan 
pertamanan (DKP) Kota Pekanbaru. Sebelum Dinas Lingkungan Hidup dan 
Kebersihan bergabung, awalnya badan lingkungan hidup itu namanya BAPEDALDA 
(badan pengendalian dampak lingkungan daerah) dan pada saat itu bagian lingkungan 
hidup berada di sekretariat kota pekanbaru, setelah itu BAPEDALDA (badan 
pengendalian dampak lingkungan daerah) berubah menjadi nama badang lingkungan 
hidup (BLH) dan membentuk kantor sendiri yang terletak dijalan papaya. Dinas 
kebersihan dan pertamanan untuk bagian kebersihan bergabung dengan badan 
lingkungan hidup dan untuk bagian pertamanan berada dibawah PU Kota Pekanbaru. 
Maka dengan bergabungnya badan lingkungan hidup dan kebersihan, terbentuknya 
dinas lingkungan hidup dan kebersihan (DLHK). Setelah jadi DLHK yang dari dinas 
kebersihan bidangnya hanya pengelolaan sampah bukan lagi bidang kebersihan. 
DLHK berdiri berdasarkan Perda Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2016 tentang 
pembentukan dan susunan perangkat daeah Kota Pekanbaru. 
Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru membantu 
Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan dilingkungan hidup, kebersihan 
dan sub urusan kehutanan serta tugas pembantuan lainnya 
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Dasar pembentukan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota 
Pekanbaru adalah Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru dan Peraturan 
Walikota Pekanbaru Nomor 103 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Lingkungan Hidup dan 
Kebersihan Kota Pekanbaru
18
 
Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru 
terdiri dari : 
a. Kepala Dinas;  
b. Sekretaris, membawahi :  
1. Sub Bagian Umum;  
2. Sub Bagian Keuangan;  
3. Sub Bagian Program.  
c. Bidang Tata Lingkungan, membawahi :  
1. Seksi Inventaris dan Perencanaan Lingkungan;  
2. Seksi Kajian dan Evaluasi Dampak Lingkungan; 
3. Seksi Konservas, Perubahan Iklim dan Kerusakan Lingkungan.  
d. Bidang Pengelolaan Sampah, membawahi :  
1. Seksi Pengurangan dan Pemanfaatan Sampah;  
2. Seksi Penanganan dan Pemprosesan Akhir Sampah;  
                                                             
18
 Website DLHK kota  Pekanbaru,  Dlhk.pekanbaru.go.id, diakses pada tanggal 2 mei 
2019. 
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3. Seksi Sarana dan Prasaranan.  
e. Bidang Pengendalian Perencanaan Lingkungan dan Pengelolaan Limbah 
Bahan Berbahaya dan Beracun, membawahi:  
1. Seksi  Pemantauan Lingkungan;  
2. Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan;  
3. Seksi Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Bahan 
Berbahaya dan Beracun.  
f. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, membawahi:  
1. Seksi Penegakan Hukum Lingkungan;  
2. Seksi Peningkatan Kapasitas, Informasi dan Komunikasi Lingkungan;  
Seksi Retribusi dan Penagihan.  
g. Unit Pelaksana Teknis (UPT).  
h. Kelompok Jabatan Fungsional. 
B. Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru 
1. Visi 
Terwujudnya Kota Pekanbaru sebagai Kota terbersih, hijau dan gemerlap 
menuju Kota Metropolitan yang madani. 
2. Misi 
a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia bebasis 
teknologi dalam mendukung dan pengelolaan lingkungan hidup 
b. Mewujudkan perencanaan lingkungan berbasis daya dukung dan daya 
tampung lingkungan hidup 
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c. Menciptakan lingkungan bersih bebas sampah berbasis teknologi ramah 
lingkungan 
d. Mengoptimalkan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan 
hidup 
e. Meningkatkan konservasi, mitigasi adaptasi perubahan iklim dan 
pelestarian keanekaragaman hayati 
f. Melaksanakan pembinaan, peningkatan kapasitas masyarakat serta 
penegakan hukum dalam rangka perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup 
C. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) 
Kota Pekanbaru 
1. Tugas 
Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru mempunyai tugas 
membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan dilingkungan hidup, 
kebersihan dan sub urusan kehutanan serta tugas pembantuan lainnya 
2. Fungsi 
a. Perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup dan kebersihan; 
b. Perumusan rencana kerja, program dan kegiatan lingkungan hidup dan 
kebersihan; 
c. Pelaksanaan yang menjadi tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup dan 
Kebersihan. 
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d. Perumusan kebijakan dan penyusunan, dan rencana teknuis pemberian 
bimbingan dan penyuluhan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan . 
e. Penyelenggaraan pelayanan umum dan pelayanan teknis dibidang 
lingkungan hidup dan kebersihan; 
f. Penetapan pelakanaan urusan bidang kehutanan, sub urusan, konservasi 
sumber daya alam hayati dan sekitarnya. 
g. Pembinaan unit pelaksanaan teknis dalam lingkungan dinas. 
h. Pembinaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan bidang 
lingkungan hidup dan kebersihan. 
i. Pembinaan pegawai di Dinas lingkungan hidup dan kebersihan. 
j. Pengelolaan keuangan dinas. 
k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dengan tugas 
dan fungsinya.
19
 
D. Struktur Organisasi 
Struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru 
ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru tahun 2017 tentang 
Pembentukan Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Dinas Kota 
Pekanbaru.   
Untuk lebih jelasnya bagan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan 
Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru dapat dilihat pada lampiran berikut :
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 Website, DLHK Kota Pekanbaru, dlhk.pekanbaru.go.id, diakses 2 mei 2019. 
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E. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Unit Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan 
Kebersihan (DLHK) kota Pekanbaru. 
1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan  
Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas sebagai berikut :  
a. Perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup dan 
kebersihan;  
b. Perumusan rencana kerja, program dan kegiatan bidang lingkungan 
hidup dan kebersihan, pelaksanaan kegiaatan yang menjadi tugas pokok 
Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan;  
c. Perumusan kebijakan, penyusunan dan perencanaan teknis, pemberian 
bimbingan dan penyuluhan bidang lingkungan hidup dan kebersihaan;  
d. Penyelenggaraan pelayanan umum dan pelayanan teknis di bidang 
lingkungan hidup dan kebersihan;  
e. Pelaksanaan dan pengesahan naskah dinas sesuai dengan 
kewenangannya;  
f. Penetapan dan pengesahan naskah dinas sesuai dengan 
kewenangannya;  
g. Pembinaan Unit Pelaksanaan Teknis dalam lingkungan dinas;  
h. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksaaan kegiatan bidang 
lingkungan hidup dan kebersihan;  
i. Pembinaan pegawai di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan 
Kebersihan; 
j. Pengelolaan keuangan dinas;  
2
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k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 
dengan tugas dan fungsi. 
2. Sekretaris 
Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris sebagai berikut :  
a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program dan anggaran Dinas 
Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru;  
b. Perencanaan, penyusunan, perumusan dan pengkoordinasiaan, 
pelaksanaan program reformasi birokrasi;  
c. Penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian, 
pengelolaan keuangan, penatausahaan aset dan perlengkapan serta 
penyusunan program;  
d. Penyelenggaraan pelayanan dan pengaturan rapat dinas, upacara serta 
keprotokolan;  
e. Pengkoordinasian, pembinaan, perumusan laporan tahunan dan evaluasi 
setiap bidang sebagai pertanggungjawaban;  
f.  Pengkoordinasian dan pembinaaan pemeliharaan kebersihan, 
ketertiban dan keamanan kantor dan lingkungannya, kendaraan dinas 
serta perlengkapan gedung kantor;  
g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 
dengan tugas dan fungsinya.  
3. Bidang Tata Lingkungan 
Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Tata Lingkungan sebagai berikut :  
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a. Pelaksanaan inventarisi data dan informasi sumber daya alam;  
b. Pelaksanaan penyusunan, pemantauan, evaluasi dan sinkronisasi 
pemuatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(RPPLH) tingkat Kota dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
(RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota;  
c. Pelaksanaan koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya 
dukung dan daya tampung lingkungan; Pelaksanaan sinkronisasi 
RPPLH tingkat Kota berdasarkan RPPLH provinsi dan ekoregion;  
d. Pelaksanaan penyusunan, pengesahan, pemantauan dan evaluasi kajian 
lingkungan hidup stategis;  
e. Pelaksanaan penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup, neraca 
sumber daya alam dan lingkungan hidup, status lingkungan hidup 
daerah dan indeks kualitas lingkungan hidup;  
f. Pelaksanaan koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran 
dan/atau kerusakan lingkungan hidup;  
g. Pelaksanaan penilaian, pemeiksaan dan evaluasi dokumen lingkungan 
hidup dan penyelenggaraan kesekretariatan komisi penilai andal; 
Perumusan dan evaluasi pelaksanaan proses izin lingkungan; 
Perumusan pelaksanaan konservasi dan pencadangan sumber daya 
alam, upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dan inventarisasi 
Gas Rumah Kaca (GRK);  
h. Pelaksanaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya 
melalui pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) dalam satu daerah 
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Kota; Perumusan bahan kebijakan, pelaksanaan, pemantauan dan 
pengawasan, pemanfaatan berkelanjutan dan koordinasi penyelesaian 
konflik dalam pemanfaatan dan konservasi keanekaragaman hayati;  
i.  Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database 
keanekaragaman hayati;  
j. Pelaksanaan pemantauan, penanggulangan dan pemulihan kerusakan 
lingkungan;  
k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 
dengan tugas dan fungsinya.  
4. Bidang Pengelolaan Sampah 
Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pengelolaan Sampah sebagai berikut:  
a.  Perumusan kebijakan dan penyusunan informasi pengelolaan sampah 
tingkat kota;  
b. Perumusan dan penetapan target pengurangan sampah;  
c. Perumusan kebijakan pengurangan dan pemanfaatan sampah;  
d. Pembinaan pembatasan timbunan sampah, penggunaan bahan baku 
produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam, 
pendaurulangan sampah dan pemanfaatan kembali sampah dari produk 
dan kemasan produk;  
e. Perumusan kebijakan penanganan dan pemrosesan akhir sampah 
tingkat kota;  
f. Pelaksanaan koordinasi pemilihan, pengumpulan, pengangkutan dan 
pemrosesan akhir sampah;  
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g. Pelaksanaan penetapan lokasi Tempat Penampungan Sementara (TPS) 
Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) dan Tempat 
Pembuangan Akhir (TPA) sampah;  
h. Pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem 
pembuangan open dumping;  
i. Perumusan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;  
j. Perumusan pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan 
pemrosesan akhir sampah;  
k. Pelaksanaan kerja sama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan 
dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan 
pengelolaan sampah;  
l. Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;  
m. Perumusan kebijakan dan penyelenggaraan perizinan pengelolaan 
sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang 
diselenggarkan oleh swasta;  
n. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan 
kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan 
usaha);  
o. Pelaksanaan perencanaan, penyediaan dan pemeliharaan fasilitas 
pendaurulangan sampah dan sarana prasarana penanganan sampah;  
p. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. 
5. Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan  
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Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan 
sebagai berikut :  
a. Perumusan dan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis Bidang 
Pengendalian Perencanaan Lingkungan dan Pengelolaan Limbah Bahan 
Berbahaya dan Beracun;  
b.  Pelaksanaan koordinasi pengendalian pencemaran lingkungan dan 
pengelolaan bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya 
dan beracun dengan instansi terkait;  
c. Pelaksanaan pemantauan kualitas lingkungan (air, udara dan tanah); 
Pelaksanaan penyiapan sarana prasarana pemantauan lingkungan 
(laboratorium lingkungan);  
d. Pelaksanaan pemantauan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran 
institus dan non institusi; Pelaksanaan sosialisasi baku mutu lingkungan 
(air, udara dan tanah) dan baku mutu sumber pencemar;  
e. Pelaksanaan perizinan pengangkutan limbah bahan berbahaya dan 
beracun menggunakan alat angkut roda 3 (tiga), penimbunan limbah 
bahan berbahaya dan beracun dan penguburan limbah bahan berbahaya 
dan beracun medis yang dilakukan dalam satu daerah kota;  
f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai  
6. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup   
Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas 
Lingkungan Hidup sebagai berikut :  
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a. Perumusan Kebijakan dan penyelenggaraan pelayanan pengaduan dan 
penyelesaian pengaduan masyarakat;  
b. Pelaksanaan penyelesaian sengketa lingkungan baik diluar pengadilan 
maupun melalui pengadilan;  
c. Perumusan kebijakan serta pelaksanaan pengawasan terhadap usaha 
dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan 
dan pengelolaan lingkungan hidup; Pembinaan dan pengawasan 
terhadap petugas pengawas lingkungan hidup daerah;  
d. Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli lingkungan 
hidup;  
e. Pengembangan dan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan 
penyuluhan lingkungan hidup;  
f. Pengembangan dan penyelenggaraan penilaian dan pemberian 
penghargaan lingkungan hidup;  
g. Pengembangan sistem informasi lingkungan dan komunikasi 
lingkungan;  
h. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan pemungutan retribusi atas jasa 
layanan pengelolaan sampah;  
i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. 
4
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 Website DLHK kota Pekanbaru, dlhk.pekabaru.go.id, diakses 2 mei 2019. 
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BAB III 
TINJAUAN TEORITIS 
 
A. Perlindungan Tenaga Kerja 
Perlindungan tenaga kerja mempunyai aspek yang cukup luas, yaitu 
perlindungan keselamatan, kesehatan, pemeliharaan moral kerja, serta perlakuan 
yang sesuai dengan martabat manusia dan agama. perlindungan bertujuan agar 
tenaga kerja aman melakukan pekerjaan sehari-hari untuk meningkatkan produksi 
dan produktivitas nasional. 
Tenaga kerja harus dilindungi dari berbagai masalah disekitarnya dan 
pribadi, karena dapat mengganggu dirinya dan pelaksanan pekerjaannya. Dengan 
demikian dapat dimengerti bahwa keselamatan kerja merupakan salah satu segi 
penting dari perlindungan tenaga kerja. 
Untuk mewujudkan perlindungan kerja tersebut maka Pemerintah 
melakukan upaya pembinaan norma dibidang ketenagakerjaan. Dalam pengertian 
pembinaan norma ini sudah mencangkup pengertian pembentukan, penerapan dan 
pengawasan norma itu sendiri. Hal ini secara tegas dinyatakan pada Pasal 9 
Undang-undang No. 14 Tahun 1969 bahwa “Setiap tenaga kerja berhak mendapat 
perlindungan atas keselamatan, kesehatan, pemeliharaan moral kerja serta 
perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia dan moral agama”.22 
Aspek perlindungan terhadap pekerja meliputi dua hal mendasar, yaitu 
perlindungan dari kekuasaan pengusaha dan perlindungan dari tindakan 
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Darwati, Perlindungan Hukum tenaga Kerja Indonesia, (Jakarta:cintyaprees, 2015), 
hal.33  
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pemerintah, Perlindungan hukum dari kekuasaan pengusaha/majikan terlaksana 
apabila peraturan Perundang-Undangan dalam bidang perburuhan yang 
mengharuskan atau memaksa majikan bertindak seperti dalam Perundang-
Undangan tersebut benar-benar dilaksanakan semua pihak, karena keberlakuan 
hukum tidak dapat diukur secara yuridis saja, tetapi diukur secara sosiologis dan 
filosofis.
23
 
Perlindungan pekerja dapat dilakukan, baik dengan memberikan tuntutan, 
maupun dengan jalan meningkatkan pengakuan hak-hak asasi manusia, 
perlindungan fisik dan teknis serta sosial ekonomi melalui norma yang berlaku 
dalam lingkungan kerja itu, dengan demikian maka perlindungan kerja ini akan 
mencangkup: 
a. Norma keselamatan kerja: yang meliputi keselamatan kerja yang bertalian 
dengan mesin, pesawat, alat-alat kerja, bahan dan proses pengerjaannya, 
keadaan tempat kerja dan lingkungan serta cara-cara melakukan pekerjaan. 
b. Norma kesehatan kerja dan Heigiene kesehatan perusahaan; yang meliputi 
pemeliharaan dam mempertinggi derajat kesehatan pekerja, dilakukan 
dengan mengatur pemberian obat-obatan, perawatan tenaga kerja yang 
sakit. Mengatur persediaan tempat, cara dan syarat kerja yang memenuhi 
heigiene kesehatan perusahaan dan kesehatan kerja untuk mencegah 
penyakit, baik sebagai akibat bekerja atau penyakit umum serta 
menetapkan syarat kesehatan bagi perumahan pekerja. 
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 Ashabul Kahfi, Perlindungan Hukum Tenaga Kerja, jurnal UIN Alauddin, Vol 3, No, 
2, 2016, hal. 6. 
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c. Norma kerja: yang meliputi perlindungan terhadap tenaga kerja yang 
bertalian dengan waktu kerja, sistem pengupahan, istirahat, cuti, kerja 
wanita, anak, kesusilaan, ibadah menurut agama keyakinan masing-masing 
yang diakui oleh Pemerintah, kewajiban sosial kemasyarakatan dan 
sebagainya, guna memelihara kegairahan dan moril kerja yang menjamin 
daya guna kerja serta menjaga perlakuan yang sesuai dengan martabat 
manusia dan moral. 
d. Kepada tenaga kerja yang mendapatkan kecelakaan dan atau penyakit 
akibat pekerjaan berhak atas ganti rugi perawatan dan rehabilitasi akibat 
kecelakaan dana atau penyakit pekerjaan, ahli warisnya berhak 
mendapatkan ganti kerugian.
24
 
Berkaitan dengan hal tersebut, imam soepomo membagi perlindungan 
pekerja ini menjadi 3 (tiga) macam: 
1. Perlindungan Ekonomis 
Perlindungan ekonomis yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan 
dengan usaha-usaha untuk memberikan kepada pekerja suatu penghasilan yang 
cukup memenuhi keperluan sehari-hari baginya beserta keluarganya, termasuk 
dalam hal pekerja tersebut tidak mampu bekerja karena sesuatu diluar 
kehendaknya. Perlindungan ini disebut jaminan sosial. 
2. Perlindungan sosial 
Perlindungan sosial yaitu suatu perlindungan yang berkaitan dengan usaha 
kemasyarakatan, yang tujuannya memungkinkan pekerja itu mengenyam dan 
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 Agusfian Wahab, Dasar-dasar Hukum Perburuhan, (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 
2008), hal 96-97 
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memperkembangkan perkehidupannya sebagai manusia pada umumnya dan 
sebagai anggota masyarakat dan anggota keluarga atau yang biasa disebut 
kesehatan kerja. 
3. Perlindungan Teknis 
Perlindungan teknis yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan 
usaha-usaha yang menjaga pekerja dari bahaya kecelakaan yang dapat 
ditimbulkan oleh pesawat-pesawat atau alat kerja lainnya atau oleh bahan yang 
diolah atau dikerjakan perusahaan. Didalam pembicaraan selanjutnya 
perlindungan teknis ini disebut dengan keselamatan kerja.
25
 
Bentuk perlindungan tenaga kerja di Indonesia yang wajib dilaksanakan 
oleh setiap pengusaha atau perusahaan yang mempekerjakan orang untuk bekerja 
pada perusahaan tersebut harus sangat diperhatikan yaitu mengenai pemeliharaan 
dan peningkatan kesejahteraan dimaksud diselenggarakan dalam bentuk jaminan 
sosial tenaga kerja yang bersifat umum untuk dilaksanakan atau bersifat dasar, 
dengan berdasarkan usaha bersama. Kekeluargaan dan kegotoroyongan 
sebagaimana yang tercantum dalam jiwa dan semangat Pancasila dan Undang 
Undang Dasar 1945. 
Jaminan pemeliharaan kesehatan merupakan jaminan sebagai upaya 
penanggulangan dan pencegahan gangguan kesehatan yang memerlukan 
pemeriksaan, pengobatan dan/atau perawatan termasuk kehamilan dan persalinan. 
Pemeliharaan kesehatan dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas tenaga 
kerja yang sehingga dapat melaksanakan tugas sebaiknya dan merupakan upaya 
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 Darwati, opcit, hal.57 
 34 
kesehatan dibidang penyembuhan. Oleh karena itu upaya penyembuhan 
memerlukan dana yang tidak sedikit dan memberatkan jika dibebankan kepada 
perorangan maka sudah selayaknya diupayakan penanggulangan kemampuan 
masyarakat melalui program jaminan sosial tenaga kerja. Para pekerja dalam 
membangun nasional semakin meningkat dan resiko dan tanggung jawab serta 
tantangan yang dihadapinya. Oleh karena itu kepada mereka yang dirasakan perlu 
untuk diberikan perlindungan, pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraannya 
sehingga menimbulkan rasa aman dalam bekerja.
26
 
B. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 
1. Keselamatan Kerja 
Secara filosofi keselamatan dan kesehatan kerja merupakan suatu 
pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmaniah 
maupun rohaniah tenaga kerja pada khususnya dan manusia pada umumnya, hasil 
dan budayanya menuju masyarakat adil dan makmur. 
Keselamatan kerja diutamakan dalam bekerja untuk menghindari terjadinya 
kecelakaan. Kecelakaan kerja dapat diartikan sebagai suatu pristiwa yang tidak 
diinginkan dan tidak diduga, yang kejadiannya dapat menyebabkan timbulnya 
bencana atau kerugian. Pengertian dari kecelakaan adalah suatu pristiwa yang 
dapat merusak suatu rencana yang telah dibuat atau direncanakan sebelumnya.
27
 
Masalah keselamatan dan kecelakaan kerja pada umumnya sama tua 
dengan kehidupan manusia. Demikian keselamatan kerja dimulai sejak manusia 
bekerja. Manusia purba mengalami kecelakaan-kecelakaan kerja, dan dari 
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 Zaeni Asyhadie, Opcit, hal.104 
27
 Adrian Sutedi, Hukum Perburuhan (Jakarta:Sinar Grafika, 2011), hal 170 
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padanya berkembang pengetahuan tentang bagaimana agar kecelakaan tidak 
berulang. Keselamatan kerja adalah keselamatan yang berhubungan dengan 
mesin, pesawat, alat kerja, bahan dan proses pengolahannya, landasan tempat 
kerja dan lingkungannya serta cara-cara melakukan pekerjaan. Dimana sasaran 
keselamatan kerja adalah segala tempat kerja, baik di darat, didalam tanah, di 
permukaan air, didalam air, maupun di udara. 
Keselamatan kerja merupakan segala sarana  dan upaya untuk mencegah 
terjadinya suatu kecelakaan kerja. Dalam hal ini keselamatan yang dimaksud 
bertalian erat dengan mesin, alat kerja dalam proses landasan tempat kerja dan 
lingkungannya serta cara-cara melakukan pekerjaan. Tujuan keselamatan kerja 
adalah melindungi keselamatan tenaga kerja dalam melaksanakan tugasnya, 
melindungi keselamatan setiap orang yang berada dilokasi tempat kerja dan 
melindungi keamanan peralatan serta sumber produksi agar selalu dapat 
digunakan secara efisien.
28
 
Dalam Pasal 86 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 disebutkan 
bahwa setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan 
atas: 
1. Keselamatan dan kesehatan kerja 
2. Moral dan kesusilaan 
3. Perlakuan yang sesuai dengan harkat martabat manusia. 
Untuk melindungi keselamatan pekerja atau buruh guna mewujudkan 
produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan 
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kesehatan kerja. Perlindungan tersebut dilaksanakan sesuai dengan Peraturan 
Perundang-Undangan yang berlaku.
29
 
Untuk mewujudkan perlindungan keselamatan kerja maka pemerintah 
telah melakukan upaya pembinaan norma bidang ketenagakerjaan. Dalam 
pengertian pembinaan norma ini sudah mencangkup pengertian pembentukan, 
penerapan dan pengawasan norma tersebut. 
Kesehatan dan keselamatan kerja adalah satu bentuk upaya untuk 
menciptakan tempat kerja yang aman, sehat dan nyaman, sehingga dapat 
mengurangi dan atau bebas dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang 
akhirnya dapat meningkatkan efisiensi dan produktifitas kerja. Keselamtan kerja 
meliputi perlindungan pekerja dari kecelakaan ditempat kerja, sedangkan 
kesehatan kerja merujuk kepada kebebasan pekerja dari penyakit, dari fisik 
maupun mental.
30
 
Adapun yang bertanggung jawab atas keselamatan dan kesehatan kerja 
ditempat kerja adalah pemimpin atau pengurus tempat kerja atau perusahaan atau 
pengusaha. Kewajiban pengusaha atau pimpinan perusahaan dalam melaksanakan 
keselamatan dan kesehatan kerja adalah: 
a. Terhadap tenaga kerja yang baru bekerja, ia berkewajiban menunjukan dan 
menjelaskan tentang: 
a) Kondisi dan bahaya yang dapat timbul ditempat kerja 
b) Semua alat pengamanan dan perlindungan yang diharuskan. 
c) Cara dan sikap dalam melakukan pekerjaan 
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 UU RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 
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Mangkunegara, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta:Alpabeta, 2005), ha;. 161  
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d) Memeriksa kesehatan baik fisik maupun mental tenaga kerja yang 
bersangkutan. 
b. Terhadap tenaga kerja yang telah atau/sedang dipekerjakan ia 
berkewajiban: 
a) Melakukan pembinaan dalam hal pencegahan, kecelakaan, 
penanggulangan kebakaran, pemberian pertolongan pertama pada 
kecelakaan (P3K) dan peningkatan usaha keselamatan kerja pada 
umumnya. 
b) Menyediakan secara cuma-cuma semua alat perlindungan diri yang 
diwajibkan untuk tempat kerja sesuai dengan petunjuk pegawai 
pengawas atau ahli kesehatan dan keselamatan kerja. 
c) Melaporkan setiap pristiwa kecelakaan termasuk peledakan 
kebakaran dan penyakit akibat kerja yang terjadi di tempat kerja 
tersebut kepada kantor Dapartemen tenaga kerja setempat. 
d) Membayar biaya pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja ke 
kantor pembendaharaan Negara setempat setelah mendapat 
penetapan besaranya biaya oleh kantor wilayah Dapartemen tenaga 
kerja setempat. 
e) Memasang gambar dan Undang-Undang keselamtan kerja serta 
bahan pembinaan lainnya ditempat kerja, sesuai dengan petunjuk 
pegawai pengawas atau ahli keselamatan dan kesehatan kerja. 
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f) Menaati semua persyaratan keselamatan kerja dan kesehatan kerja 
yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan maupun 
ditetapkan oleh pegawai pengawas.
31
 
Dari sudut tenaga kerja, juga mempunyai hak dan kewajiban dalam 
pelaksanaan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja ini. Kewajiban-kewajiban 
tenaga kerja adalah: 
a. Memberikan keterangan yang benar bila dimintai oleh pegawai pengawas 
atau ahli keselamatan dan kesehatan kerja. 
b. Memakai alat pelindung diri yang diwajibkan. 
c. Memenuhi dan menaati persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja yang 
diwajibkan ditempat kerja/perusahaan yang bersangkutan 
Hak-hak tenaga kerja adalah: 
a. Meminta kepada pimpinan atau pengurus perusahaan tersebut agar 
dilaksanakan semua syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang 
diwajibkan ditempat kerja perusahaan yang bersangkutan 
b. Menyatakan keberatan melakukan pekerjaan bila syarat keselamatan dan 
kesehatan, serta alat perlindungan diri yang diwajibkan tidak memenuhi 
persyaratan, kecuali dalam hal khusus ditetapkan lain oleh pegawai dalam 
batas-batas yang masih dapat di pertanggung jawabkan.
32
 
Keselamatan kesehatan kerja adalah kondisi yang aman atau selamat dari 
penderitaan, kerusakan atau kerugian ditempat kerja. Resiko keselamatan kerja 
merupakan aspek-aspek dari lingkungan kerja yang dapat menyebabkan 
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kebakaran, ketakutan aliran listrik, terpotong, luka memar, keseleo patah tulang, 
kerugian alat tubuh, penglihatan dan pendengaran. 
2. Kesehatan Kerja 
Kesehatan kerja adalah bagian dari ilmu kesehatan yang bertujuan agar 
tenaga kerja memperoleh keadaan kesehatan yang sempurna baik fisik, mental 
maupun sosial sehingga memungkinkan dapat bekerja secara optimal. 
Didalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan 
disebutkan bahwa kesehatan kerja diselenggarakan untuk mewujudkan 
produktivitas kerja secara optimal, meliputi pelayanan kesehatan pencegahan 
penyakit akibat kerja, pelaksanaan produktivitas kerja maksimum dibutuhkan 
faktor pendukung antara lain kesehatan kerja. adapun tujuan dari diselenggarakan 
upaya kesehatan kerja dalam suatu industri antara lain: 
a. Melindungi tenaga kerja atas hak keselamatannya dalam melakukan 
pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi dan 
produktivitas. 
b. Menjamin keselamatan setiap orang lain yang berada ditempat kerja. 
c. Memelihara dan mempergunakan sumber produksi secara aman dan 
efisien.
33
 
Kesehatan kerja merujukan pada kondisi yang bebas dari fisik, mental, 
emosi atau rasa sakit yang disebabkan oleh lingkugan kerja merupakan faktor-
faktor dalam lingkungan kerja, resiko kesehatan kerja merupakan faktor-faktor 
dalam lingkungan kerja yang bekerja melebihi periode waktu yang telah 
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ditentukan, lingkungan kerja yang menyebabkan atau membuat stres emosi dan 
gangguan fisik. 
C. Kecelakaan Kerja 
Seiring dengan berkembangnya dunia industri, dunia kerja selalu 
dihadapkan pada tantangan-tantangan baru yang harus bisa segera diatasi bila 
perusahaan tersebut ingin tetap eksis. Berbagai macam tantangan baru muncul 
seiring dengan perkembangan zaman. namun masalah yang selalu berkaitan dan 
melekat dengan dunia kerja sejak awal dimulai adalah timbulnya kecelakaan 
kerja. 
Kecelakan adalah kejadian yang tidak terduga dan tidak diharapkan. Tidak 
terduga maksudnya tidak dilator belakangi unsur kesengajaan, dan tidak 
direncanakan, karena pristiwa sabotase atau kriminalitas adalah diluar ruang 
lingkup kecelakaan. Tidak diharapkan, sebab pristiwa kecelakaan disertai oleh 
kerugian materil ataupun penderitaan dari yang paling ringan sampai yang paling 
berat.
34
 
Kecelakaan kerja menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.3 adalah 
suatu kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak diduga semula yang dapat 
menimbulkan korban manusia dan atau harta benda. Berdasarkan beberapa 
pengertian diatas dapat kita simpulkan bahwa kecelakaan akibat kerja adalah 
suatu pristiwa yang tidak terduga, tidak terencana dan tidak dikehendaki dan 
menimbulkan kerugian baik jiwa maupun harta yang disebabkan oleh pekerjaan 
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atau pada waktu melaksankan pekerjaan yaitu ketika pulang dan pergi ketempat 
kerja kita melalui rute yang bisa dilewati. 
Kecelakaan kerja adalah suatu kejadian yang jelas tidak dikehendaki dan 
sering kali tidak terduga semula yang dapat menimbulkan kerugian baik waktu, 
harta benda maupun properti maupun korban jiwa yang terjadi dalam suatu proses 
kerja industri atau yang berkaitan dengannya. Dengan demikian kecelakaan kerja 
mengandung unsur sebagai berikut: 
a. Tidak diduga semula, oleh karena dibelakang pristiwa kecelakaan tidak 
terdapat unsur kesengajaan dan perencanaan. 
b. Tidak diinginkan atau diharapkan karena setiap peristiwa kecelakaan akan 
selalu disertai kerugian baik fisik maupun mental. 
c. Selalu menimbulkan kerugian dan kerusakan, yang sekurang-kurangnya 
menyebabkan gangguan proses kerja. 
Kecelakaan kerja adalah suatu kecelakaan yang berkaitan dengan 
hubungan kerja dengan perusahaan. Hubungan kerja disini berarti bahwa 
kecelakaan terjadi karena akibat  dari pekerja atau pada waktu melaksanakan 
pekerjaan. Oleh sebab itu, kecelakaan kerja ini mencangkup dua permasalahan 
pokok, yaitu kecelakaan adalah akibat langsung pekerjaan dan kecelakaan terjadi 
pada saat pekerjaan sedang dilakukan. Dalam perkembangan selanjutnya ruang 
lingkup kecelakaan kerja ini diperluas lagi sehingga mencakup kecelakaan-
kecelakan tenaga kerja yang terjadi pada saat perjalanan atau transport ke dan dari 
tempat kerja. 
35
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Kecelakaan sebagai suatu kejadian yang tidak  direncanakan atau tidak 
diharapkan bukannya suatu peristiwa kebetulan saja, tetapi ada sebab-sebabnya, 
sebab itu perlu diketahui dengan jelas agar usaha keselamtan dan pencegah dapat 
stabil, sehingga kecelakaan tidak terulang kembali dan kerugian akibat kecelakaan 
kerja dapat dihindarkan, kecelakaan ini terjadi karena kondisi yang tidak aman. 
Dari definisi tersebut jelas bahwa pengertian kecelakaan kerja tidak hanya 
terbatas pada insiden-insiden yang menyangkut terjadinya luka-luka saja, tetapi 
juga meliputi kerugian fisik dan materil sebab-sebab terjadi kecelakaan tersebut. 
Kecelakaan akan selalu disertai kerugian materil maupun penderitaan dari yang 
paling ringan sampai yang paling berat dan bahkan ada yang tewas, oleh karena 
itu sebelum terjadi kecelakaan, perlu dilakukan tindakan-tindakan pencegahan 
atau keselamatan. 
1. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kecelakaan Kerja 
Gangguan kesehatan pada pekerja dapat disebabkan oleh faktor-faktor 
yang berhubungan dengan pekerjaan maupun yang tidak berhubungan dengan 
pekerjaan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa status kesehatan kerja dari 
masyarakat pekerja dipengaruhi tidak hanya oleh bahan-bahan kesehatan ditempat 
kerja dan lingkungan kerja tetapi juga faktor-faktor pelayanan kesehatan kerja, 
adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja adalah 
sebagai berikut: 
a. Lingkungan 
Penyakit akibat kerja atau penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan 
dapat disebabkan oleh pemaparan terhadap lingkungan kerja. Dewasa ini terhadap 
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kesenjangan antara pengetahuan ilmiah tentang bagaimana bahaya-bahaya 
kesehatan berperan dan usaha-usaha untuk mencegahnya. faktor lingkungan 
adalah keadaan disekitar tempat kerja dimana bahaya-bahaya yang timbul berasal 
dari peralatan, pemilihan bahan baku yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang 
ditetapkan, kesalahan dalam penyimpanan, pengangkutan dan penggunaan dan 
sarana dalam melaksanakan pekerjaan serta tempat bekerja kurang sesuai dalam 
perencanaannya. maka faktor lingkungan diharapkan benar-benar nyaman dan 
sesuai dengan kondisi pekerja saat bekerja, sehingga tidak menimbulkan 
kecelakaan saat bekerja.
36
 
kondisi lingkungan kerja (misalnya panas, bising, debu, zat kimia dll) 
dapat merupakan beban tambahan terhadap pekerja. beban tambahan tersebut 
secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dapat menimbulkan gangguan atau 
penyakit akibat kerja.
37
 
b. Manusia  
Faktor manusia berkaitan dengan prilaku dan sikap para pekerja yang tidak 
sesuai dengan prinsip-prinsip kesehatan dapat mempengaruhi status kesehatan 
bekerja yang bersangkutan. 
Contoh prilaku dan sikap tersebut adalah: 
1. merokok, terlebih lagi bekerja sambil merokok. 
2. pola makan yang tidak teratur dan tidak seimbang 
3. Ceroboh dan tidak mengindahkan aturan kerja yang berlaku, misalnya 
menolak anjuran menggunakan alat. 
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4. Pelindung diri, bercanda dengan teman sekerja pada waktu bekerja. 
5. menggunakan obat-obat terlarang atau minuman keras. 
Penyebab kecelakaan kerja yang terbesar adalah faktor manusianya yaitu 
kurangnya kesadaran pengusaha dan tenaga kerja itu sendiri terutama dalam 
melaksanakan berbagai Peraturan Perundangan, masih banyak pengusaha yang 
menganggap pelaksanaan K3 kurang bermanfaat bagi perusahaan yang 
bersangkutan dan hanya menambah biaya belaka.
38
 
D. Penyakit Akibat Kerja 
Penyakit akibat kerja adalah kondisi abnormal atau penyakit yang 
disebabkan oleh kerentanan terhadap faktor lingkungan yang terkait dengan 
pekerjaan.  Hal ini meliputi penyakit akut dan kronis yang disebabkan oleh 
pernafasan, pencernaan atau kontak langsung dengan bahan kimia beracun atau 
pengantar yang berbahaya.
39
 
Penyakit akibat kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh lingkungan 
dimana pekerjaan dilakukan, dan terjadi sewaktu menjalankan pekerjaan ditempat 
kerja maupun diluar tempat kerja yang ada hubungannya dengan pekerjaan diluar 
perusahaan. 
Ditinjau dari faktor penyebabnya, penyakit akibat kerja mempunyai 
kesamaan dengan kecelakaan akibat kerja, namun ruang lingkup keduanya sangat 
berbeda, terutama dalam aspek pengelolaannya. Penyakit akibat kerja mempunyai 
aspek teknik, oleh karena itu penyakit kerja dikelola oleh seorang dokter atau ahli 
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kesehatan, sedangkan kecelakaan kerja dikelola oleh ahli keselamatan kerja 
(Safety engineering). Evaluasi atau pengawasan penyakit akibat kerja. Berupa 
Pengamatan dan evaluasi secara kualitatif dan kuantitatif: 
1. Pengamatan semua bahan atau material serta keadaan lingkungan kerja 
yang mungkin sebagai penyebab penyakit akibat kerja. 
2. Mengamati proses produksi dan alat-alat produksi yang dipergunakan. 
3. Pengamatan semua sistem pengawasan itu sendiri40 
a. Pengamatan semua sistem  pengawasan tebagi menjadi: 
b. Pemakaian alat pelindung atau pengaman seperti jenis kualitas, 
kuantitas, ukuran dan komposisi bahan alat pelindung. 
c. Pembuangan sisa produksi seperti debu, asap, gas dan larutan. 
d. Jenis, Konsentrasi atau unsur-unsur bahan baku. pengolahan dan 
peyimpanan bahan baku. 
Cara-cara pengawasan seperti: 
a. Mengganti atau subsitusi bahan baku yang berbahaya dengan bahan 
lain yang kurang berbahaya bagi kesehatan. 
b. Mengganti atau mengubah cara pengolahan atau mengurangi bahaya 
dari bahan sisa. 
c. Menyediakan rambu-rambu atau tanda pengamanan, serta alat 
pengaman lainnya. 
d. Mengisolasi tenaga kerja dari keadaan-keadaan yang membahayakan 
kesehatan. 
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e. Menyerap bahan atau keadaan yang membahayakan atau mengganggu 
kesehatan tenaga kerja. 
f. Evaluasi , pengamatan dan pengawasan.41 
E. Alat Pelindung Diri 
Alat pelindung diri adalah seperangkat alat keselamatan yang digunakan 
oleh pekerja untuk melindungi seluruh ataupun sebagian tubuhnya dari 
kemungkinan adanya paparan potensi bahaya lingkungan kerja terhadap 
kecelakaan dan penyakit akibat kerja.
42
 
Menurut Buntarto alat pelindung diri adalah kelengkapan yang wajib 
digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan resiko kerja untuk menjaga keselamatan 
pekerja itu sendiri dan orang sekelilingnya. Peraturan alat pelindung diri dibuat 
oleh pemerintah sebagai pelaksana ketentuan Perundang-Undangan tentang 
keselamatan kerja. Perusahaan atau pelaku usaha yang mempekerjakan pekerja 
atau buruh memiliki tanggung jawab menyediakan alat pelindung diri ditempat 
pekerja sesuai standar Nasional Indonesia (SNI) atau standar yang berlaku selain 
itu, perusahan harus mengumumkan secara tertulis dan memasang rambu-rambu 
mengenai kewajiban pengguna alat pelindung diri serta melaksanakan manajemen 
alat pelindung diri ditempat kerja.
43
 
Secara umum alat pelindung diri dimaksud sebagai alat yang digunakan 
untuk menghindar kecelakaan bagi pemakainya. Menurut Suma’mur alat 
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pelindung diri merupakan cara terakhir yang harus dilakukan untuk mencegah 
kecelakaan apabila program pengendalian lain tidak mungkin dilaksanakan. 
Alat pelindung diri adalah peralatan yang harus digunakan seseorang pada 
saat melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kebutuhan sehingga terhindar dari 
bahaya kecelakaan yang dapat membahayakan karyawan. Pengguna alat 
pelindung diri ini merupakan salah satu cara untuk menghindari dari bahaya 
kecelakaan.
44
 
Ketentuan alat pelindung diri yang efektif adalah sesuai dengan bahaya 
yang dihadapi terbuat dari material yang tahan terhadap bahaya tersebut, cocok 
bagi orang yang akan menggunakannya, tidak mengganggu kerja, memiliki yang 
sangat kuat, tidak menggunakan APD lain yang dipakai bersamaan, tidak 
meningkatkan resiko terhadap pemakaian. Alat pelindung diri akan memberikan 
perlindungan yang cukup apabila alat pelindung tersebut dipilih secara tetap dan 
selalu dipakai oleh pekerja yang bersangkutan. Pemilihan yang salah, selain tidak 
bermanfaat juga dapat menimbulkan bahaya tambahan bagi pemakaiannya. 
perusahaan wajib menyediakan semua alat pelindung diri yang diwajibkan dan 
pekerja wajib pula untuk selalu memakainya. 
Pemakaian alat pelindung diri seringkali menimbulkan rasa tidak nyaman, 
membatasi gerakan dan sensoris pemakaiannya. Untuk mengantisipasi hal 
tersebut, perlu memperhatikan ketentuan-ketentuan pemilih alat pelindung diri. 
Antara lain: 
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a. Dapat memberikan perlindungan yang cukup terdapat bahaya-bahaya yang 
dihadapi oleh pkerja. 
b. Harus seringan mungkin dan tidak menyebabkan rasa ketidaknyamanan 
yang berlibihan. 
c. Alat pelindung diri tidak mudah rusak. 
d. Suku cadang mudah diperoleh. 
e. Harus memenuhi ketentuan standar yang telah ada. 
f. Dapat dipakai secara fleksiber. 
g. Tidak menimbulkan bahaya-bahaya tambahan bagi pemakaiannya, 
misalnya karena bentuk dan bahan alat pelindung diri yang digunakan 
tidak tepat. 
h. Alat pelindung diri tersebut tidak membatasi gerakan dan persepsi sensoris 
pemakaianya. 
Beberapa alat pelindung diri yang sering digunakan saat bekerja: 
1. Alat Pelindung Kepala 
Melindungi pekerja dari potensial kecelakaan pada kepala adalah salah 
satu kunci dari program keselamatan. Luka pada kepala bisa mengganggu 
kelangsungan kehidupan pekerja atau bisa saja jadi fatal. Menggunakan topi 
keselamatan adalah salah satu jalan termudah untuh melindungi kepala pekerja 
dari kecelakaan. Topi kepala keselamatan bisa melindungi kepala dari pemaparan 
langsung dari sinar matahari. 
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2. Alat Pelindung Mata 
Alat pelindung mata ini harus digunakan saat bekerja karena berfungsi 
untuk melindungi mata dari bahaya yang dapat mengganggu mata seperti 
masuknya debu, radiasi yang dapat berakibat fatal seperti kebutaan. 
3. Alat Pelindung Pernapasan atau Masker  
Masker adalah alat yang digunakan untuk melindungi alat-alat pernapasan 
seperti hidung dan mulut dan resiko bahaya seperti asap, debu dan bau bahan 
kimia yang ringan. 
4. Alat Pelindung Tangan 
Sarung tangan bukan hanya melindungi kerja dari bahaya, tapi juga harus 
memungkinkan jari dan tangan bergerak secara bebas. Sarung Tangan adalah 
perlengkapan yang digunkan untuk melindungi tangan dari kontak bahan kimia, 
tergores atau lukanya tangan akibat sentuhan dengan benda runcing dan tajam. 
5. Baju Pelindung 
Baju pelindung perlu digunakan saat bekerja agar terhindar langsung dari 
pemaparan langsung dari sinar matahari juga untuk melindungi tubuh dari benda 
berbahaya misalnya api, asap, zat kimia dll. 
6. Alat Pelindung Kaki 
Alat pelindung kaki berfungsi untuk melindungi bagian kaki terkena duri, 
terjepit dan kejatuhan benda tumpul lainnya.
45
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka 
penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut: 
1. Penyediaan alat pelindung diri berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2014 
tentang Pengelolaan sampah di Kecamatan Pekanbaru Kota berdasarkan 
hasil penelitian Penyediaan alat pelindung diri belum diberikan 
sepenuhnya untuk petugas kebersihan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan 
Kebersihan. seperti apa yang telah tencantum di dalam Perda Nomor 8 
tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah. Didalam perda Nomor 8 tahun 
2014 tentang Pengelolaan sampah telah dijelaskan  setiap petugas 
kebersihan harus mendapatkan perlindungan dari penyelenggaraan 
pengelolaan sampah yaitu perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja 
berupa alat pelindung diri untuk melindungi seluruh atau sebagian 
tubuhnya dari kemungkinan adanya pemaparan potensi bahaya kecelakaan 
dan penyakit akibat kerja. Alat pelindung diri berupa alat pelindung 
kepala, alat pelindung mata, alat pelindundung masker atau pernapasan, 
alat pelindung tangan, baju pelindung dan alat pelindung kaki. Namu pada 
kenyataannya pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan hanya 
menyediakan Alat pelindung tangan, baju pelindung dan alat pelindung 
kaki. 
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2. Faktor-faktor penghambat dalam penyediaan alat pelindung diri Oleh 
Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan untuk petugas kebersihan yaitu 
penghambat dari segi Instansi Pemerintah sendiri pihak Dinas Lingkungan 
Hidup dan Kebersihan kurang mengetahui isi didalam Perda tersebut,  
kemudian kekurangan anggaran untuk memberikan alat pelindung diri 
yang lengkap dikarenakan banyaknya jumlah petugas kebersihan di Kota 
Pekanbaru yang berjumlah 599 orang. Dari hasil penelitian yang penulis 
dapatkan faktor selanjutnya yaitu kurang adanya sosialisasi dari 
Pemerintah Daerah tentang Perda Nomor 8 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Sampah. Sehingga pihak Dinas Lingkungan Hidup dan 
Kebersihan kurang mengetahui secara seluruhnya mengenai Peraturan 
Daerah tersebut 
B. Saran 
Berdasarkan Hasil penelitian dan Kesimpulan diatas maka penulis dapat 
memberikan saran sebagai berikut: 
1. Untuk pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam memberikan 
alat pelindung diri haruslah diberikan secara lengkap seperti yang telah 
diatur didalam Perda Nomor 8 tahun 2014 tentang pengelolaan sampah. 
agar petugas kebersihan dapat melindungi seluruh atau sebagian tubuhnya 
dari kemungkinan adanya pemaparan potensi bahanya penyakit dan 
kecelakaan saat bekerja. Pemberian alat pelindung diri tersebut tidak boleh 
diberikan separuh. Dengan pemberian alat pelindung diri secara lengap 
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maka petugas kebersihan akan jarang mengalami kecelakaan dan sakit 
akibat bekerja dan tidak khawatir dalam melakukan tugasnya. 
2. Untuk Pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam mengurangi 
faktor penghambat dalam Penyediaan alat pelindung diri dan kebersihan 
haruslah melakukan upaya-upaya sehingga tersedianya alat pelindung diri 
secara lengkap untuk petugas kebersihan, upayanya yaitu penambahan 
anggaran, melakukan sosialisasi kepada petugas kebersihan agar petugas 
kebersihan mengetahui alat-alat pelindung diri yang seharusnya 
didapatkan sehingga terhindar dari kecelakaan dan sakit akibat bekerja. 
3. Untuk ptugas kebersihan dalam masalah penyediaan alat pelindung diri 
haruslah menyanyakan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan 
alat pelindung diri seperti apa saja yang harus didapatkan untuk petugas 
kebersihan seperti yang telah tencantum didalam Perda Nomor 8 tahun 
2014 tentan Pengelolaan Sampah. 
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ANGKET ATAU KUESIONER KEPADA PETUGAS KEBERSIHAN 
 Saya memohon bantuan dari saudara untuk mengisi  beberapa pertanyaan dibawah ini. 
Angket atau Kuesioner ini saya lakukan guna untuk melakukan penelitian saya yang berkenaan 
dengan Penyediaan AlatPelindung Diri Petugas Kebersihan Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan 
Kebersihan. 
 Isilah angket atau kuesioner dibawah ini dengan memberikan tanda silang pada pilihan 
jawaban (a) atau (b) yang sesuai dengan jawaban saudara. Terimakasih. 
Nama  :  (boleh inisial) 
Umur  : 
JenisKelamin : 
 
 
1. Apakah saudara disediakan alat pelidung kepala atau topi? 
a. Iya 
b. Tidak 
2. Apakah alat pelindung kepala tersebut saudara gunakan dalam bekerja? 
a. Iya 
b. tidak 
3. Apakah saudara disediakan alat pelindung mata atau kacamata? 
a. Iya 
b. Tidak 
4. Apakah alat pelindung mata saudara gunakan saat bekerja? 
a. Iya 
b. tidak 
5. Apakah saudara di sediakan alat pelindung pernapasan atau masker? 
a. Iya 
b. Tidak 
6. Apakah alat pelindung pernafasan saudara gunakan saat bekerja? 
a. Iya 
b. tidak 
7. Apakah saudara disediakan alat pelindung tangan atau sarung tangan? 
a. Iya 
b. Tidak 
8. Apakah alat pelindung tangan saudara gunakan saat bekerja? 
a. Iya 
b. tidak 
9. Apakah Saudara disediakan Baju Pelindung? 
a. Iya 
b. Tidak 
10. Apakah baju pelindung saudara gunakan saat bekerja? 
a. Iya 
b. tidak 
11. Apakah saudara disediakan Alat Pelidung Kaki atau sepatu? 
a. Iya 
b. Tidak 
12. Apakah alat pelindung kaki saudara gunakan saat bekerja? 
a. Iya 
b. tidak 
13. Apakah Saudara Mendapatkan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja? 
a. Iya 
b. Tidak 
14. Apakah Saudara Mengetahui alat pelindung diri yang harus anda dapatkan? 
a. Iya 
b. Tidak 
15. Apakah saudara pernah mengalami kecelakaan dan sakit saat bekerja? 
a. Iya 
b. Tidak 
16. Apakah saudara pernah menanyakan mengenai alat pelindung diri kepada DLHK? 
a. Pernah 
b. Tidak 
17. Apakah Saudara mengetahui tentang Perda No 8 Tahun 2014 tentang pengelolaan 
sampah? 
a. Iya 
b. Tidak 
18. Apakah ada tanggungjawab dari dinas lingkungan hidup dan kebersihan apabila terjadi 
kecelakaan? 
a. Dibawa kerumah sakit 
b. Tidak dibawa kerumah sakit 
19. Apakah pernah disosialisasikan mengenaialat pelindungdiri? 
a. Iya 
b. Tidak 
20. Apakah ada kendala dalam menggunakan alat pelindung diri? 
a. Ada 
b. Tidak 
 
 
 
 
DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA DLHK 
 
1. Ada berapakah petugas kebersihan di kecamatan kota pekanbaru? 
2. Apa saja yang mereka kerjakan? 
3. Apakah pekerjaan petugas kebersihan beresiko? 
4. Apakah alat pelindung kepala disediakan oleh DLHK? 
5. Apakah alat pelindung mata disediakan oleh DLHK? 
6. Apakah alat pelindung pernafasan atau masker disediakan oleh DLHK? 
7. Apakah alat pelindung tangan disediakan oleh DLHK? 
8. Apakah baju pelindung disediakan oleh DLHK? 
9. Apakah alat pelindung kaki disedikan oleh DLHK? 
10. Apakah alat pelindung diri yang tersedia dipakai oleh petugas kebersihan? 
11. Apakah alat yang disediakan sudah sesuai dengan Perda no 8 tahun 2014? 
12. Apakah ada SOP dalam pemakaian alat pelindung diri? 
13. Apakah pihak DLHK pernah melakukan sosialisasi mengenai alat pelindung untuk 
petugas kebersihan? 
14. Apakah petugas kebersihan mendapatkan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja? 
15. Apa faktor penghambat dalam penyediaan alat pelindung diri? 
16. Upaya apa saja yang dilakukan dalam menghadapi faktor penghambat tersebut? 
17. Apakah petugas kebersihan pernah mengalami kecelakaan dan sakit saat bekerja? 
18. Apakah DLHK bertanggungjawab apabila petugas kebersihan mengalami sakit atau 
kecelakaan saat bekerja? 
19. Apakah bapak mengetahui mengenai isi Perda Nomor 8 tahun 2014 tentang Pengelolaan 
Sampah? 
 
